BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di
Lingkungan Propinsi Jawa Timur ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
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Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14
Tahun 2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2016 Nomor 05 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2012 Nomor 01 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan
Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun
2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kemetrologian dan
Retribusi Tera/Tera Ulang di Kabupaten Tulungagung
(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2017 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2017 Nomor 11 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menetapkan :

dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 berupa laporan

keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional,;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

e. Neraca;

f. Laporan Arus Kas;

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 2
Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a Pendapatan Rp 2.598.322.054.180,68
b. Belanja Rp 2.643.649.523.202,12

Surplus/(defisit) Rp. (45.327.469.021 44)

¢. Pembiayaan
- Penerimaan Rp  505.544.089.424,85
- Pengeluaran Rp 12.936.840.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 492.607.249.424 85
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp. 447.279.780.403 41



Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

11) Selish ~ anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlsh
Rp. 121.235.416.401,94 dengan rincian sebagai berikut :

& Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.  2.477.086.637.778,74
b.  Realisasi Rp.  2.598.322.054.180,68
Selisih lebih Rp. 121.235.416.401,94
-'(2] Selish anggaran dengan realisasi belanja sejumlah |
Rp. (324.223.370.651,47) dengan rincian sebagai berikut :
a  Anggaran belanja setelah perubahan Rp  2.967.872.893.853,59
b Realisasi _ Rp  2.643.649.523.202,12
Selisih kurang Rp (324.223.370.651,47)
'3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp.  445.458.787.053,41 dengan rincian sebagai berikut :
a  Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. -490.786.256.074,85
b Realisasi Rp. (45.327.469.021,44)
Selisih lebih Rp. 445.458.787.053,41
'(4) Selislh  anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
Rp.  (242.166.650,00) dengan rincian sebagai berikut :
a  Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 505.786.256.074,85
b Realisasi | Rp  505.544.080.424,85
Selisih kurang Rp (242.166.650,00)
'{5] Selisih_ ahggafan dengan realisasi pengeluaran pem_biayaan
Rp. (2.063.160.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
a  Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00
b Realisasi Rp 12.936.840.000,00
| Selisih kurang Rp (2.063.160.000,00)
6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah |
Rp.  1.820.993.350,00 dengan rincian sebagai berikut :
a  Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp 490.786.256.074,85
b Realisasi Rp 492.607.249.424 85
Selisih lebih Rp 1.820.993.350,00
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per tanggal 31 Desember

Tahun 2020 sebagai berikut :

a Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih __ - R
¢ SisaLebih Penggunaan Anggaran Rp.
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp.

e. Seldo Anggaran Lebih Akhir | Rp.

505.786.256.074,85
(505.544.089.424,89

447.279.780.403 41
(242.166.650,0)
447.279.780.403,41



Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf ¢ untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a Pendapatan Rp.  2426.543.590.607,62

b. Beban Rp.  2405.889.401.260,70

¢. Surplus/Defisit dari Operasi _ Rp. 20.654.189.346,92

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional Rp. (698.310.885,44)

e. Pos Luar Biasa Rp. ' -

f _Surplus Defisit Laporan Operasional Rp. 19.955.878.461 48
Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 huruf d per tanggal 31 Desember Tahun 2020

sebagai berikut :

a Ekuitas Awal Ro.  4017.375.330.99057

b. Surplus/Defisit Laporan Operasional | Rp. 19.955.878.461,48

¢. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar ~ Rp. 93.355.250.589,53)

d Lain-ain Rp 0,00

. Ekuitas Akhir Rp  3943975.958.862,5
Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per
tanggal 31 Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a JumshAst | Rp.  3996.357.93265192

b. Jumlah Kewajiban | Rp. 52.381.973.789,40

¢ Jumiah ekutas Rp.  3.943975.958.862,52
Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Saldo awal kas di Bendahara Umum Daerah ' ~ Rp.  505.669.232.578,67
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp.  200.981.112.022,36
¢ Arus kas dari aktivitas investasi Rp.  (259.245.421.043,80)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. -
e. Arus kas dari aktivitas transitoris . Rp 1569.024.078,98
f. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah Rp.  448.973.947.636,21
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Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2020 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-

pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;

Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi
Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan

organisasi;

Lampiran 1.2  Rincian Laporan Realisasi Anggaran
menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan,

belanja dan pembiayaan,

Lampiran [.3 © Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut wurusan
pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan

keuangan negara,

b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih;

c. Lampiran III : Laporan Operasional

d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
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Lampiran V Neraca

Lampiran VI Laporan Arus Kas

Lampiran VII Catatan atas Laporan Keuangan

Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang daerah;

Lampiran IX Daftar  rekapitulasi  penyisihan
piutang tidak tertagih;

Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir
dan penyisihan dana bergulir;

Lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi)
daerah;

Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi
penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah,;

Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran XIV Daftar  rekapitulasi  konstruksi
dalam pengerjaan,;

Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII
Lampiran XVIII

Lampiran XIX

Lampiran XX

Lampiran XXI

Daftar kewajiban jangka pendek;
Daftar kewajiban jangka panjang;

Daftar kegiatan-kegiatan yang
belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;
Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daerah;

Ikhtisar laporan keuangan desa

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran
2020 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.
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Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 12 Agustus 2021

BUPATI TULUN GAGUNGF’

@ MARYOTO BIROWO
Diundangkan di Tulpngagung

pada tanggal 12 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 1 Seri A
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